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MOTTO 
 
“Perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan dengan sekedar duduk diam” 
 
“Beberapa orang ingin sesuatu terjadi, beberapa orang berharap itu akan 
terjadi, dan saya  mewujudkannya menjadi kenyataan” 
 
“FOCUS ON SUCCESS” 
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ABSTRACT 
        
 The purpose of this study is to investigate the process of murabahah 
micro financing, the development of Non Performing financing (NPF) and the 
efforts made KSPPS BMT Surya Madani, Boyolali in handling the issue or 
problematic of financing. It is motivated of interest for Murabahah and Non 
Performing Financing (NPF) product from 2015-2017. 
This research used descriptive qualitative research. The technique of 
collecting data using documentation, recording, observation, and interview with 
the people that related to the problem financing. 
 Based on the result of the study, it can be concluded that the factors cause 
the problematic financing not only come from members of financing but from 
internal parties. The handling of problems financing that is by approach in a 
family, billing continuously, giving warning and rescheduling letter. The BMT 
parties never seeks guarantees for implemanting sharia and humane acts. Fatwa 
DSN No 49/DSN/MUI/2006 on Murabahah Conversion Agreement has not been 
applied to BMT Surya Madani. 
 
Keywords: Murabahah, Non Performing Financing, Handling Problem 
Financing, Fatwa DSN. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian 
pembiayaan mikro murabahah, perkembangan Non Performing Financing (NPF) 
dan upaya yang dilakukan KSPPS BMT Surya Madani, Boyolali dalam 
menangani pembiayaan bermasalah. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya 
minat untuk produk murabahah dan Non Performing Financing (NPF) dari tahun 
2015-2017. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, tehnik 
pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumen, rekaman, hasil observasi 
dan wawancara mendalam kepada pihak yang berkaitan dengan penanganan 
pembiayaan bermasalah.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab 
pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari anggota pembiayaan melainkan 
pihak internal. Penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan pendekatan 
secara kekeluargaan, penagihan secara terus menerus, memberikan surat 
peringatan dan rescheduling. Pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan 
karena menerapkan syariah dan tindakan manusiawi. Fatwa DSN 
No.49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah belum diterapkan pada 
BMT Surya Madani. 
 
Kata Kunci : Murabahah, Non Performing Financing (NPF), Penanganan 
pembiayaan bermasalah, Fatwa DSN. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan 
perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor lembaga keuangan 
adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan 
secara maksimal. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan bertujuan 
mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama 
melalui pemberian fasilitas-fasilitas atau dana dari lembaga keuangan tersebut 
(Primasatya, 2014: 3). 
Lembaga keuangan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam 
perekonomian sebuah negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti 
Indonesia, penjaringan dana dari masyarakat merupakan langkah strategis yang 
dilakukan oleh lembaga keuangan dalam upaya memperbanyak modal yang 
kemudian akan diinvestasikan lebih lanjut kepada nasabah berikutnya (Janwari, 
2015:1). 
Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan menurut 
Kasmir (2002) dikutip dari (Sholahuddin, 2014 : 1) adalah setiap perusahaan yang 
bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkannya atau kedua-
duanya. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi 
masyarakat. 
Lembaga keuangan di Indonesia dalam praktiknya digolongkan dalam dua 
golongan besar yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga lainnya (lembaga 
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pembiayaan non bank). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan 
yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang 
dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) 
juga melakukan usaha menghimpun dana masyarakat luas dalam bentuk 
simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang 
mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan 
menghimpun dana (Sholahuddin, 2014: 1). 
Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan 
kondisi stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang 
normal di tengah beberapa indikator kinerja sektor jasa keuangan, yang perlu 
dicermati lebih mendalam. Fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) 
menunjukkan pelambatan. Pertumbuhan kredit perbankan per Juli 2016 tercatat 
sebesar 7,74 persen secara tahunan atau turun dari pertumbuhan kredit pada Juni 
2016 di level 8,89 persen. Namun disisi rasio pembiayaan bermasalah atau NPF 
per Juli 2016 sebesar 2,23 persen dibanding posisi Juni 2,20 persen. 
(https://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/15/111230926/ojk.pantau.perkemban
gan.profil.risiko.lembaga.jasa.keuangan). 
Lembaga keuangan non bank atau lembaga pembiayaan lebih terfokus 
kepada salah satu bidang saja, biasanya hanya pembiayaan. Kemudian masing-
masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana 
mempunyai cara-cara tersendiri. Lembaga keuangan non bank sendiri memiliki 
dua jenis diantaranya adalah lembaga keuangan non bank konvensional dan 
lembaga keuangan non bank syariah (Sholahuddin, 2014:3). 
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Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, pengusaha kecil terdesak 
kebutuhan permodalan usaha sehingga mengambil jalan pragmatis dengan 
mencari permodalan dari rentenir. Pola kredit yang dijalankan rentenir sangat 
praktis dan sederhana. Namun, pengusaha kecil harus menanggung suku bunga 
yang sangat tinggi. Banyak pengusaha kecil yang tidak memperhitungkan dengan 
kondisi tersebut, sehingga terjebak hutang yang lama kelamaan akan mematikan 
usahanya (Sholahuddin, 2014:142). 
Tentang struktur pelaku usaha di Indonesia, terlihat bahwa pelaku usaha 
yang dapat dikategorikan dalam skala mikro dan kecil, menunjukan populasi yang 
paling banyak dibandingkan skala usaha menengah dan besar. Dengan komposisi 
yang demikian, peran usaha mikro dan kecil menjadi sangat besar dan tidak dapat 
diabaikan dalam membentuk stuktur perekonomian suatu negara (Sumiyanto, 
2008:8). 
Dalam kondisi yang demikian inilah Baitul Mal Wa Tamwil diyakini 
sebagai salah satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. 
Mengingat kelemahan umat Islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor 
ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada 
(Ridwan, 2013:24). 
Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi 
Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja 
yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). 
YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur 
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Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila 
Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995  (Soemitra, 2009: 451). 
BMT lahir ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk memajukan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 
meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha kelas bawah dengan pelaku 
ekonomi yang lain. Menurut Ridwan (2004) dikutip dari Sholahuddin (2014:145) 
BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dn 
dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi tinggi. 
Namun pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari 
kendala yang dihadapi. Diantaranya yang paling krusial adalah landasan hukum 
yang belum jelas. Karena sebagian besar BMT memiliki badan hukum koperasi, 
maka secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung. BMT 
harus mensyaratkan keanggotan bagi nasabah yang akan dilayani (Alma dan 
Priansa, 2009: 17). 
Dengan berbadan hukum koperasi, secara otomatis BMT di bawah 
Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, 
peraturan yang mengikat BMT juga dari departemen ini. BMT diatur secara 
khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (Sumiyanto, 2008:16). 
Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu berkaitan dengan 
Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah, Bait adalah rumah sedangkan 
Maal maksudnya harta. Kegiatan baitul maal menyangkut kegiatan dalam 
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menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan 
distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Alma dan Priansa, 
2009:18). 
Terkait dengan baitul tamwil, secara harfiah Bait adalah rumah dan at-
Tamwil adalah pengembangan harta. Baitul Tamwil melakukan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan 
menabung. 
Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha 
kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini 
tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak 
keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya 
dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional (Ridwan, 
2013:34). 
Produk yang dikeluarkan BMT meliputi produk pembiayaan mudharabah, 
pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan bai‟bi tsaman 
„ajil (BBA), ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, serta pembiayaan sosial qardhul 
hasan, serta titipan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan produk simpanan lainnya 
yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan tempat BMT itu berada 
(Sholahuddin, 2014:150). 
BMT Surya Madani Boyolali adalah salah satu BMT yang sudah 
berkembang di daerah Ngemplak, Boyolali yang berbadan hukum koperasi 
dengan total aset Rp 21.177.588.135. Lokasi yang berdekatan dengan jalan raya 
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dan termasuk pasar yang cukup besar. BMT Surya Madani menjadi salah satu 
alternatif pembiayaan bagi para pedagang dan kaki lima yang berada di area pasar 
serta masyarakat sekitar. 
Dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa pembiayaan 
diantaranya adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, 
Musyarakah, Murabahah, pembiayaan berdasaran akad Qard, pembiayaan 
penyewaan barang kepada anggota berdasarkan akad Ijarah atau sewa beli. Salah 
satu bentuk pembiayaan yang begitu dominan di BMT Surya Madani adalah 
pembiayaan Murabahah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini 
Tabel 1.1 
Jumlah anggota piutang Murabahah BMT Surya Madani 3 (tiga) tahun terakhir 
 
No Tahun Pembiayaan Murabahah 
1 2015 1.083 
2 2016 1.094 
3 2017 1.289 
Sumber : KSPPS BMT Surya Madani, Boyolali 
Perkembangan minat pembiayaan pada tabel 1, pembiayaan murabahah 
mendominasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 murabahah mencapai 1.083 
anggota, pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.094 anggota dan tahun 2017 
meningkat menjadi 1.289 anggota. 
Murabahah didefinisikan sebagai salah satu jenis jual beli, yang mana 
penjual menyebutkan berapa besar harga pokok barang yang dia beli, dan 
kemudian menambahkan  sejumlah labanya. Cara pembayaran dalam Murabahah, 
dapat secara tunai atau tangguh tergantung pada para pihak yang terkait (Widodo, 
2014:409). 
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Pihak BMT Surya Madani dengan anggota sebelum melakukan transaksi 
pembiayaan  selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, 
dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian 
keduanya terkait perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hakekatnya 
kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak 
menjalankan kewajibannya terhadap BMT Surya Madani yang sebelumnya 
menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, baik disengaja maupun 
tidak disengaja. 
Tabel 1.2 
Data Anggota pembiayaan Murabahah BMT Surya Madanai 3 (tiga) tahun 
terakhir berdasarkan kolektabilitas 
 
Produk Kategori 
Tahun 
2015 2016 2017 
Murabahah 
Lancar 927 958 1.069 
Kurang 89 82 95 
Diragukan 39 31 75 
Macet 28 23 50 
Total 1.083 1.094 1.289 
Sumber : KSPPS BMT Surya Madani, Boyolali 
Berdasar tabel anggota pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Surya Madani 
Ngemplak Boyolali periode 2015-2017 mengalami peningkatan dalam jumlah 
anggota pembiayaan murabahah yaitu tahun 2015 dengan jumlah 1.083 anggota, 
tahun 2016 naik dengan jumlah 1.094 anggota, dan tahun 2017 dengan jumlah 
anggota 1.289 anggota. Dengan adanya peningkatan jumlah anggota pembiayaan 
Murabahah tersebut diikuti dengan naiknya tingkat kolektabilitas pembiayaan 
bermasalah. 
Menurut Surat Edaran No.17/19/DPUM/2015, Non Performing Loan/Non 
Performing Financing (NPL/NPF) total Kredit atau Pembiayaan adalah 
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penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 
dan macet yang disalurkan Bank Umum. Perhitungan rasio NPL/NPF total Kredit 
atau Pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPL/NPF terhadap total 
Kredit atau Pembiayaan Bank Umum. 
Perhitungan Non Performing Financing (NPF) Rumus : 
         
                     
                
       
Sumber : Haris (2015: 114). 
Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria 
yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, BMT Surya Madani dari 
tahun 2015-2017 memiliki kolektabilitas yang disajikan dalam tabel berikut ini. 
Tabel 1.3 
Data Tingkat Kolektabilitas BMT Surya Madani 3 (tiga) Tahun Terakhir 
 
Kategori 2015 2016 2017 
Lancar 10.471.298.095 12.434.787.793 14.007.231.198 
Kurang Lancar 313.578.980 225.119.203 239.129.083 
Diragukan 246.383.485 100.388.002 128.275.795 
Macet 167.988.740 75.291.002 81.401.963 
Total 11.199.249.300 12.835.586.000 14.456.038.039 
Sumber : KSPPS BMT Surya Madani, Boyolali 
Berdasarkan tabel tingkat kolektabilitas KSPPS BMT Surya Madani, 
Boyolali periode 2015-2017 mengalami peningkatan dalam pemberian 
pembiayaan yaitu tahun 2015 dengan total Rp 11.199.249.300 tahun 2016 naik 
dengan total aset Rp 12.835.586.000 dan tahun 2017 dengan total Rp 
14.456.038.039. Meningkatnya total pembiayaan diikuti dengan meningkatnya 
pembiayaan bermasalah. 
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Pihak BMT dalam memberikan pembiayaan Murabahah tidak 
mengingkinkan pembiayaan mengalami permasalahan, namun permasalahan 
kerap kali muncul. Pihak BMT dalam menagani pembiayaan bermasalah perlu 
melakukan strategi penanganan pembiayaan Murabahah dengan melakukan 
beberapa tindakan sehingga sehingga tidak menimbulkan kerugian. Tindakan-
tindakan pembiayaan bermasalah diantaranya rescheduling, reconditioning, 
restructuring. 
Menurut Haris (2013: 61) untuk mengurangi timbulnya pembiayaan 
bermaslah, BMT perlu melakukan prinsip analisis pembiayaan terhadap calon 
anggota. Dengan menggunakan rumus 5C yaitu : character, capacity, capital, 
collateral dan conditions. Strategi tersebut perlu dilakukan agar BMT tidak 
banyak mengalami kerugian dan dalam permberian pembiayaan murabahah tetap 
dapat terlaksanakan. 
Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Surya Madani, yang 
kemudian akan ditulis dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Mikro 
(Murabahah) Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus 
KSPPS BMT Surya Madani, Boyolali).” 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka  dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut : Penyebab pembiayaan bermasalah 
karena ketidaksediaan anggota untuk melunasi pembiayaan pada KSPPS BMT 
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Surya Madani, Penanganan pembiayaan mikro Murabahah bermasalah pada 
KSPPS BMT Surya Madani. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 
sasaran penelitian,, serta dapat diketahuin sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagimana penanganan 
yang dilakukan BMT dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah 
bermasalah di KSPPS BMT Surya Madani ? 
2. Bagaimana penanganan pembiayaan mikro (Murabahah) bermasalah di 
KSPPS BMT Surya Madani? 
3. Apa saja resiko yang diterima dari masing-masing pihak? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang meneyebabkan terjadinya 
pembiayaan bermasalah  di KSPPS BMT Surya Madani. 
2. Untuk mengetahui bagaimana melakukan penanganan kepada anggota 
pembiayaan murabahah bermasalah secara efektif. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan  dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut. 
1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan  
dengan membandingkan anatar teori- teori yang dipelajari dibangku kuliah 
dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. 
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan panganan pembiayaan 
murabahah bermasalah. 
3. Bagi pihak pihak lain, khususnya mahasiswa hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan  referensi bagi penelitian selanjutnya. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
(Terlampir) 
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengan 
susunan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang kajian teori hasil penelitian yang relevan. 
12 
 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang waktu  dan tempet, jenis penelitian, jenis data, 
sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data. 
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, dan hasil pembahasan 
hasil analisis data. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisis tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-
saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) 
 
1. Pengertian BMT (Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 
Menurut Hosen dan Hasan Ali , BMT (Baitul Mal wat Tamwil) merupakan 
lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, 
menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan 
martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas 
prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat stempat dengan 
berlandaskan pada sistem ekonomi salaam : keselamatan (berintikan keadilan), 
kedamaian, dan kesejahteraan (Priansa dan Junni, 2009: 18). 
 BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, sebagai 
lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, 
yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana 
anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor 
ekonomi yang halal dan menguntungkan (Ridwan, 2004: 126). 
BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal 
wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan 
investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah 
dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa 
menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan 
peraturan dan amanatnya (Soemitra, 2009: 448). 
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Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan 
mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, 
ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta 
berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan (Tantri dan 
Francis,2013: 318). Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak 
melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri 
dan pertanian. 
Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI tahun 2003 
menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Lembaga 
Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu BMT. 
Karena bersifat mikro, maka lembaga ini sangat bersentuhan langsung 
dengan masyarakat kecil. Oleh karena itu, keberlangsungan lembaga ini sangat 
terkait dengan persepsi masyarakat. Hingga kini tidak semua masyarakat 
memandang lembaga keuangan syariah, seperti  BMT, sebagai suatu lembaga 
yang mempunyai nilai lebih dibandingkan lembaga keuangan lainnya 
(konvensional) (Sumiyanto, 2008 : 31). 
2. Pengumpulan Dana BMT 
Menurut (Alma dan Priansa, 2009: 20) pengumpulan dana BMT dilakukan  
melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari 
berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam 
penyertaan dan penarikannya, yakni :  
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a. Simpanan wadiah, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik 
atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan 
atau transfer dan perintah membayar lainnya. 
b. Simpanan mudharabah, adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan 
penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 
sebelumnya. 
3. Penyaluran Dana BMT 
Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk 
pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga 
pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggota yang 
membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari 
anggota yang surplus dana (Alma dan Priansa, 2009: 21). 
 
2.1.2.Pengertian Pembiayaan 
Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana 
kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam 
bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik 
dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa 
dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 
pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga 
berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah 
diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011: 105). 
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa : (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 
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musyarakah, (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, (3) transasksi jual beli dalam bentuk 
piutang Murabahah, salam dan istishna‟, (4) transaksi pinjam meminjam dalam 
bentuk piutang qardh, (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah 
untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana sesuai akad (Muhammad, 
2014: 40). 
Menurut Undang- Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank  dan pihak lain yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangja waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002: 102). 
 
2.1.3.Pembiayaan Murabahah 
1. Pengertian Murabahah 
Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian 
jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-
lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan 
perdagangan para nasabahnya. Murabahah merupakan satu bentuk perjanjian jual 
beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku 
dalam muamalah Islamiyah (Muhammad, 2000: 22). 
Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari 
BMT karena  karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan 
risk-factor yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan , BMT bertindak 
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sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. 
Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi Murabahah tersebut 
bersifat constant (Ilmi, 2002: 38). 
Menurut Dewan Syariah Nasional, Murabahah yaitu menjual suatu barang 
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 
dengan harga lebih sebagai laba. Sedangkan menurut Bank Indonesia, Murabahah 
adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang 
diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 
pokok dengan keuntungan yang disepakati (Djamil, 2012: 109). 
2. Dasar Hukum dan Syarat Rukun Murabahah 
a. Dasar Hukum 
1) Al-Qur’an 
a) Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 
 َل  ا َبِّر ل ا  َنو ُل ُك ْأ َي  َن ي ِذَّل ا  َن ِم  ُن ا َط ْي َّش ل ا  ُو ُطَّب َخ َت  َ ي  ي ِذَّل ا  ُمو ُق  َ ي  ا َم َك َّل ِإ  َنو ُمو ُق  َ ي
 ِّس َم ْل ا  ۚ  َذ  ۚ ا َبِّر ل ا  ُل ْث ِم  ُع ْي  َ ب ْل ا  َا َّنَّ ِإ  او ُل ا َق  ْم ُه َّ ن َأ ِب  َك ِل  ۚ  َع ْي  َ ب ْل ا  ُوَّل ل ا  َّل َح َأَو
 ا َبِّر ل ا  َمَّر َحَو  ۚ ى َه  َ ت  ْ ن ا َف  ِوِّبَر  ْن ِم  ٌة َظ ِع ْو َم  ُه َء ا َج  ْن َم َف  ۚ  ُو َل  َ ف ُهُر ْم َأَو  َف َل َس  ا َم
 ِوَّل ل ا  َلَ ِإ  ۚ  َلو ُأ َف  َد ا َع  ْن َمَو  ۚ ِر ا َّن ل ا  ُب ا َح ْص َأ  َك ِئ  ۚ  َنو ُد ِل ا َخ  ا َه ي ِف  ْم ُى 
Artinya : 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
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seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 
b) Surat An-Nisa’ (4) ayat 29 
 ٍضَار َت ْنَع ًَةراَِتِ َنوُكَت ْنَأ َّلِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ ا ََ  ْمُكْنِم  ۚ 
 ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلَو   ۚ اًميِحَر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ  
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. 
2) Undang-Undang RI 
UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Pasal 19 ayat 1 d: “ 
Kegiatan usaha bank umum syari‟ah meliputi : menyalurkan pembiayaan 
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berdasarkan pembiayaan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau 
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah.” 
3) Dalam fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang 
Murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah adalah sebagai 
berikut (Kusmiyati, 2007: 29) : 
a) Al-Hadits : Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri: Dari Abu Said Al-Khudri 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus 
dilakukan suka sama suka.”(H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Hibban). 
b) Kaidah Fikih : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 
b. Syarat dan Rukun Murabahah 
Menurut Rivai dan Veithzal (2008: 146) rukun Murabahah adalah sama 
dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu : 
1) Adanya penjual (al-bai‟) 
2) Adanya pembeli (al-musytari‟) 
3) Barang yang diperjualbelikan (al-mabi‟) 
4) Harga barang (al-tsaman) 
5) Pernyataan serah terima (ijab-qabul) 
Sementara itu menurut (Antonio, 2001: 102) syarat Murabahah adalah : 
1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. 
3) Kontrak harus bebas dari riba. 
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4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian. 
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
3. Konsep Pembiayaan Murabahah 
a. Macam-macam pembiayaan Murabahah 
1) Pembiayaan Murabahah tanpa pesanan 
Salah satu jenis Murabahah  adalah Murabahah tanpa pesanan, maksudnya 
jual beli Murabahah dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, 
sehingga penyediaan barang, dilakukan sendiri oleh bank syariah dan 
dilakukan tidak terkait dengan jual beli Murabahah sendiri (Wiroso, 2005: 
38). 
Gambar 2.1 
Murabahah tanpa pesanan 
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Penjelasan Skema : 
a) Proses pengadaan barang dilakukan sebelum ada transaksi jual beli, baik ada 
pemesanan atau tidak. BMT dapat membeli secara tangguh ke pemasok, 
membuat sendiri atau pesan ke produsen. 
b) Anggota mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah. 
c) BMT dan anggota bernegosiasi atas harga, biaya-biaya dan sistem 
pembayaran. 
d) BMT dan anggota melakukan akad murabahah. 
e) BMT menyerahkan barang ke anggota setelah anggota memenuhi 
persyaratan. 
f) Anggota membayar harga barang sebesar harga beli BMT ditambah margin 
dan biaya-biaya pengadaan sesuai kesepakatan. 
2) Pembiayaan Murabahah berdasarkan pesanan 
Murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak 
atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan 
suatu kesapakatan bersama, dimana pemesan(nasabah) meminta bank untuk 
membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. 
Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli asset yang telah dibeli 
dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut (Wiroso, 2005: 41). 
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Gambar 2.2 
Murabahah berdasarkan pesanan 
 
 
Penjelasan Skema : 
a) Anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk pengadaan aset 
tertentu. 
b) Anggota berjanji (wa‟ad) untuk membeli barang ke BMT. 
c) Anggota dan BMT bernegosiasi atas kualitas barang, biaya-biaya. 
d) BMT memberi kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli barang. 
e) Anggota membeli barang dari pemasok sesuai kuasa yang diberikan BMT. 
f) Pemasok menyerahkan barang ke anggota. 
g) Anggota dan BMT melaksanakan akad murabahah. 
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h) Anggota membayar ke BMT sesuai dengan harga. 
b. Manfaat Pembiayaan Murabahah 
1) Bagi bank, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh 
pendapatan dalam bentuk margin. 
2) Bagi nasabah,, merupakan salah satu alternative untuk memperoleh barang 
tertentu melalui pembiayaan dari bank dan dapat mengangsur pembayaran 
dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian  
(Muhammad, 2014: 47). 
c. Risiko Pembiayaan Murabahah 
1) Risiko Pembiayaan (financing risk) yang disebabkan oleh nasabah 
wanprestasi atau default. 
2) Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan 
atas dasar akad Murabahah diberikan dalam valuta asing (Muhammad, 
2014: 47). 
4. Pembiayaan Bermasalah 
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, 
karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan 
menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di suatu sisi, dana 
yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko di sisi lain. Terjadinya 
kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak bank. 
Kemacetan pembiayaan terjadi karena banyak faktor, mulai dari faktor 
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kemampuan nasabah, moral hazard sampai pada faktor eksternal misalnya terjadi 
krisis ekonomi (Susilo, 2017: 314). 
Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performance-
nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan 
bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. 
Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya 
pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan 
dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi (Djamil F. , 2012: 66). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah 
pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, 
dan macet (Djamil F. , 2012: 66). 
Perhitungan Non Performing Financing (NPF) Rumus : 
         
                     
                
       
Sumber : Haris (2015: 114). 
b. Landasan Yuridis 
1) Landasan Syar’i (Al-Qur’an dan Hadist) 
a) “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu” (QS Al-
Maidah 5:1). 
b) “Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya” (QS Al-
Isra 17:34). 
c) “Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh 
sampai dia berkelapangan..” (QS Al-Baqarah 2:280). 
25 
 
 
d) “ Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat 
akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa 
yang menerima harta orang lain (sebagai uatangnya) dengan maksud 
hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan 
membinasakannya” (H.R. Bukhari). 
e) “Nyawa seorang mukmin tergadaikan hingga ia melunasi hutang-
hutangnya” (Al Hadist). 
c. Kategori Pembiayaan Bermasalah 
Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR 
tanggal 12 November 1999 Kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas kredit 
digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, 
diragukan, dan macet, yaitu: 
1) Lancar 
Adalah pembiayaan yang pembayarannya tepat waktu, perkembangan 
rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan 
kredit. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu 
menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. Dokumentasi 
kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. 
2) Dalam Perhatian Khusus 
Adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai 90 
hari, jarang  mengalami cerukan. Hubungan debitur dengan bank baik dan 
debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih 
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akurat. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. 
Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil. 
 
3) Kurang Lancar 
Adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 
90 hari sampai dengan 180 hari. Terdapat cerukan yang berulang kali, 
khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 
Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak 
dapat dipercaya. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan 
yang lemah. 
4) Diragukan 
Adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran yang telah 
melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. Terjadi cerukan yang bersifat 
permanen, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan 
arus kas. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi 
keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. Dokumentasi kredit tidak 
lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. Pelanggaran yang prinsipil 
terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit, macet prospek usaha. 
5) Macet 
Adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pokok dan atau margin yang 
telah melampaui 270 hari sejak jatuh tempo menurut jadwal yang dijanjikan. 
Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada (Susilo, Triandu 
dan Santoso, 2000: 75-79). 
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d. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Pemberian suatu pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan. 
Akibatnya pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang 
harus ditanggung oleh lembaga keuangan. Sepandai apapun analisis pembiayaan 
dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan 
bermasalah pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko 
seminimal mungkin (Kasmir, 2002: 128). 
Menurut Handiman dan Edia (2006: 182) dalam praktiknya penyebab 
timbulnya pembiayaan bermasalah umumnya adalah : 
1) Pihak Debitur (Nasabah Peminjam) 
a) Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukan perubahan, misalnya 
terjadi penggantian pengururs, perselisihan, ketidakmampuan menangani 
ekspansi usaha, dan lainnya. 
b) Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan 
pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang 
berfungsi, dan lainnya. 
c) Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan 
penipuan atau pembobolan bank atau lembaga keuangan syariah melalui 
sektor pembiyaan. 
2) Lembaga Keuangan Syariah 
a) Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat lembaga 
keuangan kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola 
perkreditan. 
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b) Kelemahan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pembinaaan dan 
pengawasan, misalnya pejabat lembaga keuangan belum menyadari 
pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur. 
c) Itikad yang kurang baik dari pejabat lembaga keuangan, misalnya terjadi 
kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 
3) Pihak Lainnya 
a) Force Majeur, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang 
menimbulkan risiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana 
alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya. 
b) Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim 
usaha, misalnya krisis moneter. 
Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik 
bagi negara, masyarakat, bank ataupun BMT. Semakin banyak pembiayaan yang 
disalurkan oleh BMT tentunya juga mempunyai risiko yang apabila kurang 
dikelola dengan baik akan membayakan perkembangan BMT itu sendiri. 
Bahaya atas pembiyaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali 
pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya akan menurunkan 
tingkat kesehatan BMT yang berpengaruh langsung terhadap tingkat likuiditas dan 
solvabilitas, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para 
nasabah (Astuti, 2015: 194). 
Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah 
restrukturisasi. Restrukurisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir 
potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah. Dasar hukum 
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restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 
12 November. Antara lain meliputi: 
 
1) Rescheduling (Penjadwalan kembali) 
Memperpanjang periode angsuran pembiayaan sehingga beban angsuran 
setiap bulannya semakin ringan. Menurut Thomas Suyatno dalam buku 
Dasar-dasar Perkreditan, kebijaksanaan rescheduling berkaitan dengan 
jangka waktu pembiayaan, sehingga keringanan yang dapat diberikan 
adalah: 
a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, 
b) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 
setiap 3(tiga) bulan, kemudian menjadi 6 (enam) bulan, 
c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan 
jangka waktu pembiayaan  (Herli, 2013: 95). 
2) Reconditioning (Persyaratan kembali) 
  Perbuhana sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain 
perbuahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau 
pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah 
yang harus di bayarkan kepada bank. 
3) Restructuring (Penataan kembali) 
 Perbuahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau 
reconditioning, antara lain meliputi : 
a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank. 
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b) Konversi akad pembiayaan. 
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 
menengah. 
d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan 
nasabah (Djamil F. , 2012: 83-84). 
Selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, pendekatan 
kuratif  juga dilakukan ketika pendekatan restrukturisasi tidak berhasil. Tindakan 
kuratif adalah penyelamatan pembiayaan melalui penanganan yang menggunakan 
pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif meliputi : 
1) Eksekusi (Penyitaan barang jaminan nasabah) 
Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak 
mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang 
jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat 
aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, 
kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk 
pelunasan angsuran pembiayaan (Nasrullah,2017: 6). 
2) Likuidasi  
Adalah penjualan agunan yang hasilnya digunakan untuk melunasi 
kewajiban nasabah kepada Bank atau BMT, baik dilakukan oleh nasabah 
yang bersangkutan atau oleh pemilik barang agunan dengan persetujuan dan 
dibawah pengawasan Bank. Likuidasi agunan dapat dilakukan melalui dua 
tindakan, yakni:  
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a) Penjualan agunan, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1) Penjualan 
agunan secara dibawah tangan, atau (2) Penjualan agunan secara lelang. 
b) Penebusan agunan. Penebusan agunan yaitu pencairan atau penarikan 
agunan pembiayaan dari Bank atau BMT oleh nasabah/pemilik agunan/ahli 
waris pemilik agunan (bukan nasabah) dalam rangka penyelesaian 
pembiayaan dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan 
oleh Bank atau BMT. (Werastuti, 2013: 188). 
3) Collection Agent 
 Apabila dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak 
cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan 
penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, 
credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih 
(Primasatya, 2014: 13). 
 Restrukturisasi diatur pula di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ada dua cara dalam 
restrukturisasi pembiayaan: 
1) Tidak mengubah Akad. Hal ini didasarkan kepada Fatwa DSN tentang 
restrukturisasi, yaitu: 
(a) Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan 
Murabahah (Al-Khasm Fi al-Murabahah). Ketentuan pemberian potongan; 
(1) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada 
nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban 
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pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami 
penurunan kemampuan pembayaran; 
(2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan 
LKS; 
(3) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. 
(b) Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang 
Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar. LKS boleh melakukan 
penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa 
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang 
telah disepakati, dengan ketentuan: 
(1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau 
melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; 
(2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; 
(3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan 
sisanya kepada nasabah; 
(4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 
menjadi utang nasabah; 
(5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat 
membebaskannya. 
2) Mengubah akad. Hal ini didasarkan kepada fatwa DSN, yaitu: 
(a) Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan 
Murabahah. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) 
tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi 
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pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 
ketentuan: 
(1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 
(2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; 
(3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak. 
(b) Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. 
LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) 
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan 
murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia 
masih prospektif, dengan ketentuan: 
Akad murabahah dihentikan dengan cara: 
(1) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar; 
(2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan; 
(3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat 
dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah 
dan musyarakah; 
(4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap 
menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan 
nasabah. LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad 
baru dengan akad: 
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(1) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk 
kepada fatwa DSN No. 27/DSNMUI/ III/2002 tentang Al Ijarah Al-
Muntahiyah Bi Al-Tamlik; 
(2) Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau 
(3) Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Pembiayaan Musyarakah. 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian – 
penelitian sebelumnya, berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya 
yang mendukung penelitian ini. 
1. Penelitian oleh Akhmad Alfin Yuliansyah, dengan judul Analisis Perlakuan 
atas Pembiayaan Murabahah Bermasalah (studi kasus pada BMT PSU 
(Perdana Surya Utama) Malang). Peneliti menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sebagian 
besar solusi yang diberikan oleh BMT PSU telah sesuai dengan fatwa DSN 
dan PSAK 102, kecuali penyelesaian piutang murabahah bermasalah 
dengan menggunakan metode penghapusan margin sisa. Dimana peneliti 
menemukan dua hal yang mencakup didalam metode penghapusan margin 
tersebut tidak sesuai dengan regulasi Fatwa DSN dan PSAK 102, yakni: 
Penghapusan piutang, analisa peneliti menemukan bahwa BMT ini tidak 
membuat akun penyisihan penghapusan piutang. Namun, penghapusan 
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margin langsung dibebankan sebagai penyaluran dana produktif qordhul 
hasan. 
2. Penelitian oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, Topowijono, dengan 
judul penelitian Upaya Penanganan Pembiayaan Murabaha Bermasalah Pada 
Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil 
(BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 
2011-2013). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian 
dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan 
KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur adalah 
proses pemberian teguran yang dilakukan BMT Mandiri Sejahtera kurang 
bagus karena mengabaikan kategori kurang lancar, rescheduling dan 
restructuring pembiayaan murabahah bermasalah telah sesuai dengan 
standart dan peraturan yang berlaku. BMT Mandiri Sejahtera tidak pernah 
melakukan penyitaan jaminan sesuai dengan teori yang ada karena pihak 
BMT menganggap penerapan syariah dan tindakan manusiawi akan tetap 
dipertahankan oleh pihak BMT meskipun tidak efisien. 
3. Penelitian oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati, dengan judul penelitian Risiko 
Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori 
ke Terapan). Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 
research) dengan menggunakan desain kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 
BMT Dana Insani akan mengatasi pembiayaan bermasalah dengan 
melakukan penagihan secara efektif dan rutin. Pada BMT Amratani 
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Sejahtera, penanganan pembiayaan bermasalah dengan salah satu atau 
beberapa cara berikut : resceduling, restructuring, kombinasi 2R 
(resceduling  
4. dan restructuring), dan eksekusi. Pada BMT BIF Nitikan, pembiayaan yang 
diindikasikan bermasalah akan dideteksi melalui catatan monitoring 
angsuran. Kemudian dilakukan analisa dan penggolongan pembiayaan untuk 
memperoleh kepastian kondisi pembiayaan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Desain Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif 
adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 
yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada 
masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 
2011: 35). Menurut David Williams (1995) bahwa penelitian kualitatif adalah 
pengumpulan data pada  suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode 
alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah 
(Moleong, 2010: 5). 
Pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif itu bertumpu secara 
mendasar pada fenomenologi. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman 
subjektif atau pengalaman fenomenologikal dan suatu studi tentang kesadaran dari 
perspektif pokok dari seseorang. Seorang peneliti yang mengadakan penelitian 
kualitatif biasanya (yang lazim pada penelitian klasik) berorientasi pada penelitian 
yang sudah ada (Moleong, 2013: 14). 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang diungkapkan oleh 
para informan dari data yang telah dikumpulkan dari kata-kata tertulis atau lisan, 
gambar dan bukan angka-angka. Dengan kata lain metode kualitatif adalah 
penelitian yang berdasarkan data diskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang atau prilaku yang diamati (Zuldafrial dan Lahir, 2012: 2). Dalam 
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penelitian ini, fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang 
penanganan pembiayaan mikro (Murabahah) bermsalah di BMT Surya Madani. 
Laporan penelitian dengan demikian akan berisi berupa kutipan-kutipan data 
untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berisi naskah wawancara, 
catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan 
dokumen resmi lainnya (Moleong, 2013). Tujuannya untuk membuat secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. 
 
3.2. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian merupakan sumber utama dalam penelitian yang memiliki 
dan mengetahui yang telah diteliti (Saefuddin, 2001: 35). Subyek penelitian yang 
menjadi rujukan penulis dalam ini adalah KSPPS BMT Surya Madani. Sedangkan 
informan yang akan menjadi sumber informasi adalah Manager di KSPPS BMT 
Surya Madani Ngemplak, Marketing financing di KSPPS BMT Surya Madani 
Ngemplak, dan 10 nasabah anggota pembiayaan murabahah. 
 
3.3. Data dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari BMT tersebut 
yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di BMT. Hasil 
wawancara tersebut disajikan dalam bentuk narasi atau uraian tulisan. Sumber 
data primer adalah dari Manager BMT Surya Madani ( Bapak Abdani SE), 
marketing financing dan anggota pembiayaan murabahah. 
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Manager merupakan informan yang bertanggung jawab atas operasional dari 
KSPPS BMT Surya Madani, marketing financing adalah pegawai yang 
berhubungan langsung dengan calon nasabah atau anggota, dan nasabah atau 
anggota merupakan informan yang telah melaksanakan pembiayaan, anggota yang 
diwawancarai berjumlah sepuluh orang yang mewakili dari pembiayaan lancar 
dan pembiayaan bermasalah. 
Dari pembiayaan lancar dapat dapat diperoleh sumber informasi mengenai 
apakah pembiayaan murabahah  di KSPPS BMT Surya Madani tersebut mudah 
dan membantu dalam perekonomian, terdapat lima anggota pembiayaan lancar 
yang penulis wawancarai. 
Selanjutnya untuk anggota pembiayaan bermasalah ada lima orang anggota, 
yang dapat memberikan informasi mengenai sebab apakah pembiayaan 
murabahah tersebut bermasalah, permasalahan seperti apa yang sebenarnya 
dialami oleh anggota. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
obyek penelitian (Werastuti, 2013: 178). Sumber data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari akad-akad pembiayaan murabahah, dan formulir pembiayaan yang 
dimiliki KSPPS BMT Surya Madani. 
 
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung ke kantor KSPPS BMT 
Surya Madani yang beralamat di Jl. Raya Ngemplak- Donohudan, Ngemplak- 
Boyolali perihal untuk observasi guna mendapatkan keabsahan hasil penelitian 
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baik data primer yaitu melakukan wawancara dengan manager dan marketing 
Financing, data pendukung berupa dokumentasi pribadi. 
Observasi akan dilanjutkan dengan datang langsung kealamat anggota 
piutang murabahah sesuai dengan data yang diberikan oleh KSPPS BMT Surya 
Madani, yang akan dilakukan pada bulan Maret-April 2018 dengan 10 informan 
yang mewakili, yaitu lima anggota pembiayaan lancar dan lima anggota 
pembiayaan bermasalah. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data yang  
relevan dengan topik penelitian melalui cara : 
1. Observasi 
Menurut Arikunto (2002) observasi merupakan suatu teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 
pencatatan secara sistematis (Gunawan, 2014: 143). 
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi di KSPPS BMT 
Surya Madani dan ketika peneliti mengunjungi anggota pembiayaan. Dengan 
melakukan pengamatan langsung baik dengan wawancara ataupun catatan dan 
dokumentasi guna mendapatkan keabsahan data. Tujuan dari observasi ini adalah 
untuk melihat bagaimana kinerja KSPPS BMT Surya Madani dan karakter 
anggota pembiayaan murabahah. 
2. Wawancara (Interview) 
Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan 
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
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dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai 
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 
yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010: 231).  
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
wawancara semi terstruktur. Dalam pelaksanaannya lebih bebas, dimana peneliti 
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 
dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 
hanya berupa garis -garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 
(Sugiyono,2010: 233). 
Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 
secara lebih terbuka. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi 
penanganan pembiayaan  mikro (murabahah) bermasalah yang ada di BMT Surya 
Madani. 
3. Catatan Lapangan 
Catatan lapangan adalah catatan yang ditulis oleh peneliti saat dilapangan 
dan akan disusun kembali sesuai dengan catatan lapangan yaitu berupa coretan 
seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok 
isi pembicaraan atau pengamatan, gambar sketsa, sosiogram, diagram dll. Catatan 
ini berguna hanya sebagai alat perantara antara apa yang dilihat, didengar, 
dirasakan, dicium dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan 
lapangan (Moleong, 2013). 
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4. Dokumentasi 
Menurut Bungin (2008: 121) sebagaimana dikutip oleh Gunawan (2014: 
177) teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Antara lain 
berupa formulir pembiayaan murabahah, akad pembiayaan murabahah dan data 
pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Surya Madani. Selain itu dokumentasi 
berupa foto yang meliputi subyek dan kegiatan yang diteliti sebagai bentuk bukti 
nyata bahwa penulis telah melakukan penelitian.  Dokumentasi dilakukan ketika 
peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan. 
5. Studi Kepustakaan 
Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber pustaka 
yaitu buku, junal, dan literature ilmiah lain yang berisi KSPPS BMT, Murabahah, 
dan analisa strategi penanganan pembiayaan mikro (murabahah) bermasalah serta 
teori-teori yang berkaitan tentang penelitian ini. 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2013: 91) 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Lebih lanjut  
menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2013: 90-99), 
untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
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1. Analisis sebelum di lapangan 
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 
memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan 
atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.  
2. Reduksi Data (Data Reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 
hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
Penulis mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan 
sebagai bahan penelitian terkait dengan strategi penanganan pembiayaan mikro 
(murabahah) di BMT Surya Madani Ngemplak, Boyolali. Pengumpulan informasi 
dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan serta 
responden yang nantinya akan dijadikan sebagai responden. 
3. Penyajian Data ( Data Display) 
 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalah mendisplaykan data. 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 
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apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya brdasarkan apa yang telah 
difahami tersebut. 
4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukaan merupakan 
kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
 
3.7. Validitas dan Reliabilitas Data 
Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik 
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 
pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan 
data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data 
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data 
(Sugiyono,2010: 241). 
Menurut Sugiyono (2010) terdapat dua macam jenis triangulasi, yaitu : 
1. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 
menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. 
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Gambar 3.1 
Triangulasi teknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang 
berbeda-beda dengan teknik yang sama. 
Gambar 3.2 
Triangulasi sumber 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum 
4.1.1. Profil BMT Surya Madani 
Identitas Lembaga 
Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
Surya Madani 
Nomor Badan Hukum  : 14164/BH/KDK.11/VI/2008 
Tanggal  Badan Hukum : 05 Juni 2008 
NPWP    : 31.186128.0-527 000 
Alamat  : Jalan Raya Ngemplak Donohudan, Donohudan,  
Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah 
Fax  : 719507 
Telp  : 0271-722651/ 0271- 5845499 
E-mail  : bmtkopasma@yahoo.com 
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1. Visi BMT Surya Madani 
Terwujudnya lembaga keuangan syariah pilihan umat dengan landasan 
syariat Islam. 
2. Misi BMT Surya Madani 
a. Memberdayakan ekonomi anggota dan masyarakat dengan pelayanan yang 
ramah dan amanah. 
b. Menjadi wadah bagi anggota umtuk berinvestasi secara aman dan nyaman 
sesuai syariah. 
c. Meningkatkan sumber daya insani (SDI) dan tekhnologi berdaya saing. 
d. Menjalankan fungsi dan potensi lembaga untuk kepentingan dakwah. 
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4.1.2. Struktur Organisasi KSPPS BMT Surya Madani 
 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 
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4.1.3. Alamat BMT Surya Madani 
Alamat Kantor Pusat 
Jalan Raya Ngemplak Donohudan, Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak, 
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah 
Telp  : 0271-722651/ 0271- 5845499 
E-mail  : bmtkopasma@yahoo.com 
Alamat Kantor Cabang 
1. KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang Ngemplak Jalan Raya 
Ngemplak Donohudan, Telp 0271-722651 Boyolali, Jawa Tengah. 
2. KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang Nogosari Jalan Kalioso-Simo 
Km.7 Nogosari, Telp 0271-722651 Boyolali, Jawa Tengah. 
3. KSPPS BMT Surya Madani Kantor Cabang Solo Jalan Bromo Jaya, 
Gebang RT 05/17, Kadipiro, Banjarsari, Telp 081567910004 Surakarta, 
Jawa Tengah. 
4. Pasar Gilingan, Kios E 126, Surakarta, Telp 085728674124. 
 
4.1.4.Produk dan Jasa yang ditawarkan 
Produk dan Jasa yang ditawarkan di BMT Surya Madani antara lain: 
1. Simpanan 
a. Simpanan Surmanda 
Simpanan yang bertujuan untuk mempersiapkan keberagaman berbagai 
kebutuhan anda. Karakteristik dan manfaat yaitu berdasarkan prinsip syariah 
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dengan akad mudharabah muthlaqoh, Setoran awal minimum Rp. 20.000 dan 
setoran selanjutnya Rp. 10.000, Penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap 
saat selama kas buka, Setoran terpelihara minimum Rp. 20.000, Bagi hasil yang 
kompetitif, Bebas segala biaya penarikan dan administrasi perbulan. Syarat 
pembukaan yaitu Kartu Identitas diri (KTP/SIM/Paspor), Menjadi anggota dengan 
membayar simpanan pokok Rp 10.000. 
b. Si Penter 
Simpanan yang bertujuan untuk mengantarkan dan mempersiapkan meraih 
cita-cita pendidikan masa depan. Karakteristik dan manfaat yaitu berdasarkan 
prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqoh, Setoran dapat dilakukan 
setiap saat selama kas dibuka, Penarikan hanya dapat dilakukan pada saat musim 
pendidikan atau kesepakatan atau jatuh tempo, Setoran awal minimum Rp. 10.000 
dan selanjutnya Rp. 5.000, Menerima bagi hasil setiap bulan, Bebas biaya 
administrasi perbulan, Menunjang program pemerintah dalam memerangi 
kebodohan, Mendapat hadiah peralatan sekolah dengan saldo dana yang 
ditentukan. Syarat pembukaan yaitu Kartu Identitas diri (KTP/SIM/Paspor), 
Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp 10.000. 
c. Simpanan Hari Raya 
Simpanan yang bertujuan untuk perencanaan kebutuhan pada musim hari 
raya. Karakteristik dan manfaat yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
mudharabah muthlaqoh, Setoran dilakukan setiap saat selama kas buka, Penarikan 
hanya dapat dilakukan pada saat musim hari-hari besar atau kesepakatan, Setoran 
awal minimum Rp.100.000 dan selanjutnya Rp. 10.000, Bagi hasil yang 
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kompetitif, Bebas biaya administrasi perbulan , Dapat bonus/hadiah dengan 
pencapaian saldo simpanan tertentu, Dapat dijadikan jaminan 
pinjaman/pembiayaan. Syarat pembukaan yaitu Kartu Identitas diri 
(KTP/SIM/Paspor), Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp 
10.000. 
d. Simpanan Hajum (Haji Umroh) 
Simpanan Hajun adalah simpanan yang bertujuan untuk merencanakan 
ibadah Haji atau Umroh yang mana pihak BMT akan mendaftarkan kepada bank 
penerima setoran haji atau biro perjalanan umroh apabila penyimpan telah 
memenuhi ketentuan untuk biaya perjalanan ibadah haji atau umroh. Karakteristik 
dan manfaat yaitu setoran dapat dilakukan setiap saat selam kas dibuka, Penarikan 
hanya dapat dilakukan untuk tujuan ibadah haji, Setoran awal minimum Rp. 
500.000 dan selanjutnya minimal Rp.100.000, Bebas biaya administrasi perbulan, 
Dapat bagi hasil dan hadiah bila pngendapan dana telah 1 tahun dan telah 
mencapai kuota sesuai ketentuan dari kementrian agama, BMT dapat 
menyediakan dana talangan 80% dari biaya setoran haji atau umroh, Membantu 
meringankan persiapan dalam menunaikan ibadah haji, Menambahkan niat dalam 
merencanakan ibdah haji atau umroh. Syarat pembukaan yaitu Kartu Identitas diri 
(KTP/SIM/Paspor), Menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok Rp 
10.000. 
e. Simpanan Berjangka Berencana 
Simpanan yang berjenjang untuk mempersiapkan beragam kebutuhan anda 
dimasa depan dengan kepastian pencapaian target dana sesuai yang ditetapkan. 
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Karkteristik dan manfaat yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
mudharabah muthlaqoh, Setoran dapat dilakukan setiap saat selama kas dibuka, 
Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu minimum 36 bulan, Setoran 
awal dan selanjutnya minimum Rp. 50.000 perbulan atau kelipatannya, Target 
total simpanan pada saat jatuh tempo minimum Rp. 1.800.000, Bebas biaya 
administrasi perbulan, Bagi hasil kompetitif, Dapat hadiah dengan nominal 
tertentu. Syaraat pembukaan Kartu Identitas diri (KTP/SIM/Paspor), Menjadi 
anggota dengan membayar simpanan pokok Rp 10.000. 
f. Si Prima Hasanah 
Simpanan investasi berjangka yang bertujuan untuk perencanaan masa 
depan dengan waktu sesuai yang ditentukan. Karakteristik dan manfaat yaitu 
berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqoh, Kemudahan 
perencanaan keuangan untuk berbagai keperluan antara lain pembelian rumah, 
mobil, ibadah haji, umroh, pendidikan dan lainnya, Setoran awal dapat dilakukan 
setiap saat selama kas dibuka, Penarikan hanya dapat dilakukan sampai dengan 
jangka waktu penempatan minimum 3 bulan, Setoran awal minimum Rp. 
1.000.000 perbulan selanjutnya Rp.50.000, Dapat bagi hasil dan hadiah sesuai 
kesepakatan, Bebas biaya administrasi perbulan. Syaraat pembukaan Kartu 
Identitas diri (KTP/SIM/Paspor), Menjadi anggota dengan membayar simpanan 
pokok Rp 10.000. 
1. Produk Pembiayaan 
a. Pembiayaan Mudharabah (Bagi hasil) 
b. Pembiayaan Musyarakah (Pembiayaan bersama bagi hasil) 
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c. Pembiayaan Murabahah (Jual beli) 
d. Pembiayaan Ijarah (Sewa beli) 
2. Produk Jasa dan Pinjaman 
a. Jasa Rahn (Gadai) 
b. Pinjaman Qordhul hasan (Pinjaman kebajikan) 
Syarat pemohon yaitu Jujur dan amanah, Mempunyai pekerjaan/ usaha yang 
jelas (halal dan syah secara hukum), Telah menjadi anggota/ calon anggota. 
Persyaratan umum mengajukan surat permohonan dengan melampirkan: 
Foto copy identitas diri KTP suami istri, KK, Surat nikah (bagi yang sudah 
menikah) 2 lembar, Foto copy surat-surat jaminan (BPKB/Sertifikat/SHP) 2 
lembar, Foto copy akte pendirian, SIUP, TDP, NPWP dan Neraca R/L (bagi 
wiraswasta/usaha) bila ada, Persyaratan lain akan diminta bila diperlukan. 
4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1. Prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Surya Madani 
Menurut wawancara dengan Bapak Abdani S.E (Manajer) dan Ibu Linggar 
Primadani S.E (Marketing Financing) prosedur pembiayaan Murabahah di BMT 
Surya Madani yaitu sebagai berikut : 
1. Pengajuan persyaratan permohonan pembiayaan 
a. Menunjukan Kartu Tanda Anggota 
b. Menyerahkan foto copy KTP yang bersangkutan 2 lembar. 
c. Menyerahkan foto copy KTP istri / suami 2 lembar. 
d. Menyerahkan foto copy KK/ Surat Nikah 2 lembar. 
e. Menyerahkan foto copy PLN/PBB/PDAM 2 lembar. 
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f. Menyerahkan foto copy surat jaminan/agunan 2 lembar. 
g. Menyerahkan foto copy KTP pemilik agunan 2 lembar. 
h. Menyerahkan foto copy slip gaji (pegawai) 2 lembar. 
i. Surat-surat yang lain akan diminta bila diperlukan. 
j. Surat kuasa/ pernyataan dari pemilik agunan bila agunan bukan milik 
sendiri. 
k. BPKB disertai gesekan nomor rangka dan mesin serta materai 1 lembar bila 
agunan mobil/motor. 
l. Mengisi surat pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh istri/suami. 
m. Denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamatmya.. 
2. Prosedur pengajuan pembiayaan 
a. Petugas CS/ Marketing menerangkan mengenai pembiayaan murabahah dan 
konsepnya. 
b. Nasabah mengisi formulir permohonan/pengajuan pembiayaan yang harus 
ditandatangani oleh pemohon dan ahli warisnya serta melengkapi syarat-
syarat administrasi awal lainnya. 
c. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan dan diatas namakan. 
d. Setelah surat permohonan pembiayaan diregistrasi maka marketing 
financing melakukan survey ke rumah calon nasabah, tempat usaha, dan 
jaminan. 
3. Prosedur Survey 
a. Setelah persyaratan administrasi awal lengkap baru dapat dilakukan survey. 
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b. Survey dilakukan oleh marketing financing dengan membawa perangkat 
survey. 
c. Petugas survey melakukan verivikasi data ke Kantor Desa/ Kelurahan atau 
RT setempat tentang nama, alamat, asal-usul, dan status kependudukannya 
(asli, pendatang, tidak tetap) dan tempat tinggalnya (milik sendiri, numpang 
atau sewa). 
d. Petugas survey melakukan survey ke rumah nasabah sesuai dengan alamat 
yang diberikan tentang kebenaran alamat, kondisi rumah, perabotan, 
kekayaan, jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya. 
e. Petugas survey melakukan survey lingkungan yaitu mencari data dari 
beberapa tetangga tentang perilaku, akhlak, ibadah, usahanya, kekayaannya, 
hutangnya ditempat lain dan sebagainya. 
f. Petugas survey melakukan survey ke tempat usaha atau ke tempat pembelian 
barang yang dijadikan obyek pembiayaan, tentang kebenaran alamat tempat 
usaha, jenis usaha, volume usaha, omset usaha, siapa saja yang dating 
menagih hutang, prospek usaha, harga barang dan kualitasnya serta varian 
dan subsitusinya. 
g. Petugas survey melakukan survey atas barang dan harta yang akan dijadikan 
jaminan tentang kebenarannya, kualitasnya, statusnya, harga resmi dari BPN 
dan harga di pasaran, letaknya dan sebagainya. 
h. Pada saat survey petugas juga sekaligus melakukan wawancara dengan 
nasabah dan wawancara difokuskan pada penggalian 5C, 5P dan 3R. 
i. Hasil survey kemudian diserahkan kepada manajer. 
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4. Prosedur analisa pembiayaan 
a. Faktor internal, yaitu mengacu pada tingkat kemampuan BMT Surya 
Madani dengan pedoman pada ratio likuiditas, proyeksi cashflow, dan legal 
limit landing. 
b. Faktor koternal, yaitu mengacu pada akhlak atau karakter nasabah, agunan 
yang diberikan, atau kredibilitas lembaga penjaminan, kapasitas usaha, 
prospek usaha, kemampuan keuangan nasabah, beban keuangan yang sedang 
ditanggung nasabah dan riwayat tentang hutang-hutang yang telah dilakukan 
(5C, 5P, 3R). 
c. Faktoe eksternal, yaitu mengacu pada trend/ kecenderungan pasar tentang 
produk, pelayanan, metode pemasaran, perubahan harga, dan kemungkinan 
resiko postmajor. 
5. Prosedur realisasi dan penolakan pembiayaan 
Apabila pembiayaan dinyatakan diterima maka dilanjutkan pada prose 
pencairan tersebut, naming apabila pembiayaan ditolak, maka surat 
penolakan harus segera diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 
hari diberikan atau selambat-lambatnya 10 hari setelah surat/formulir 
pengajuan pembiayaan diajukan oleh nasabah. 
6. Biaya administrasi pembiayaan 
a. Pembiayaan kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan dikenai biaya 
administrasi sebesar 1,5% dari besar pembiayaan pokok. 
b. Pembiayaan lebih dari 6 dan kurang dari 18 bulan dikenai biaya administrasi 
sebesar 2-2,5% dari jumlah pembiayaan pokok. 
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c. Pembiayaan jangka waktu 18-36 bulan atau lebih dikenakan biaya 
administrasi sebesar 2-3% dari jumlah pembiayaan. 
d. Dan pembiayaan jangka pendek 1 sampai maksimal 3 bulan akan diambil 
kebijakan yang sepantasnya dan anggota pembiayaan yang sudah berulang 
kali lebih dari 2 kali akan diambil kebijakan sendiri. 
7. Nilai agunan pembiayaan 
a. Agunan berupa tanah harus bernilai sekurang-kurangnya 25% lebih besar dari 
nilai pembiayaan. 
b. Agunan berupa kendaraan bermotor dengan kondisi fisik dan teknis yang 
masih bagus dengan usia maksimal 15 tahun bernilai sekurang-kurangnya 
50% lebih besar dari nilai pembiayaan. 
c. Agunan berupa tabungan/ deposito harus bernilai sekurang-kurangnya 10% 
lebih besar dari nilai pembiayaan. 
d. Agunan yang lainnya harus dikonsultasikan dengan komite pembiayaan. 
Dari hasil wawancara dengan kesepuluh anggota pembiayaan, diperoleh hasil 
yang sependapat dengan apa yang telah disampaikan dari pihak BMT Surya 
Madani mengenai prosedur dalam pemberian pembiayaan di KSPPS BMT 
Surya Madani. Mereka juga mengatakan bahwa prosedur tersebut sangat 
mudah dan tidak memberatkan mereka, hal tersebut yang menjadikan 
pertimbangan untuk mengajukan pembiayaan di BMT Surya Madani. 
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4.2.2.NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2015-2017 
Tabel 4.1 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2015 
Kolektabilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 927 10.471.298.095 93,50 
Kurang lancar 89 313.578.980 2,80 
Diragukan 39 246.383.485 2,20 
Macet 28 167.988.740 1,50 
Total 1.083 11.199.249.300 100,00 
Pembiayaan lancar = Rp 10.471.298.095 
Outstanding  = Pembiayaan lancar + Total NPF 
   = Rp 10.471.298.095 + Rp 727.951.205 
   = Rp 11.199.249.300 
NPF 2015  = 
             
           
 
   = 
                    
                 
 
   = 64,9% 
Pada tahun 2015 NPF pada BMT Surya Madani sebesar Rp 727.951.205 atau 
64,9% 
Tabel 4.2 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2016 
Kolektabilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 958 12.434.787.793 97,50 
Kurang lancar 82 225.119.203 1,10 
Diragukan 31 100.388.002 0,80 
Macet 23 75.291.002 0,60 
Total 1.094 12.835.586.000 100,00 
 
Pembiayaan lancar = Rp 12.434.787.793 
Outstanding  = Pembiayaan lancar + Total NPF 
   = Rp 12.434.787.793 + Rp 400.798.207 
   = Rp 12.835.586.000 
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NPF 2016  = 
             
           
 
   = 
                    
                 
 
   = 3,12% 
Pada tahun 2016 NPF pada BMT Surya Madani sebesar Rp 400.798.207 atau 
3,12% 
Tabel 4.3 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT Surya Madani Tahun 2017 
Kolektabilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 1.069 14.007.231.198 96,90 
Kurang lancar 95 239.129.083 1,65 
Diragukan 75 128.275.795 0,89 
Macet 50 81.401.963 0,56 
Total 1.289 14.456.038.039 100,00 
 
Pembiayaan lancar = Rp 14.007.231.198 
Outstanding  = Pembiayaan lancar + Total NPF 
   = Rp 14.007.231.198 + Rp 448.806.841 
   = Rp 14.456.038.039 
NPF 2017  = 
             
           
 
   = 
                    
                 
 
   = 3,1% 
Pada tahun 2017 NPF pada BMT Surya Madani sebesar Rp 448.806.841 atau 
3,1% 
Menurut wawancara dengan Ibu Linggar, salah satu faktor yang 
menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 yaitu 
menurunnya jumlah konsumen karena dipindahkannya Pasar Gilingan yang lama 
ke Pasar Gilingan yang baru, sehingga para pedagang butuh melakukan adaptasi 
60 
 
 
terlebih dahulu dengan lingkungan, selain itu lokasi Pasar Gilingan yang baru 
sebenarnya sudah strategis namun akses menuju ke Pasar Gilingan dari arah utara 
lumayan susah karena tidak bisa memotong jalan secara langsung harus putar 
balik terlebih dahulu, hal tersebut juga mempengaruhi minat para pengunjung 
pasar sehingga pendapatan para pedagang mengalami penurunan, selain itu 
banyaknya persaingan antar pedagang sehingga keuntungan yang didapat 
pedagang lebih sedikit guna menarik pembeli. 
Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Abdani selaku Manajer, beliau 
menambahkan bahwa pada tahun 2015 itu sangat kurangnya monitoring dari tim 
lapangan yang berdampak kepada tingginya NPF pada tahun tersebut. 
 
4.2.3.Faktor Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya 
Madani 
Pemberian suatu pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan. Dalam 
setiap pemberian pembiayaan bagi hasil di BMT Surya Madani semua 
menggunakan agunan, hal ini menjadi prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh 
BMT Surya Madani, agar kepercayaan yang merupakan unsur pertama dalam 
pembiayaan benar-benar terjwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat 
tepat sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan secara tepat waktu 
sesuai dengan akad perjanjian. 
Akibat dari tidak kembalinya pembiayaan menimbulkan kerugian yang 
harus ditanggung oleh BMT. Hal tersebut dikarenakan penghasilan BMT yang 
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utama adalah dari bagi hasil dan margin (keuntungan jual beli) yang dikenakan 
terhadap pembiayaan yang diberikannnya. 
 Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Surya Madani baik yang 
digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya 
terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan 
pembiayaan bermasalah. Menurut Bapak Abdani selaku Manajer dan Ibu Linggar 
selaku marketing financing ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya 
pembiayaan bermasalah pada BMT Surya Madani, daiantaranya adalah : 
1. Faktor intern 
a. Petugas (Account Officer) 
Kurang baik dan kurang cermat dalam menganalisa calon anggota 
pembiayaan, ketidak mampuan account officer menganalisis secara baik 
karakter usaha dan karakter anggota. Sehingga analisa yang disajikan kurang 
tepat. 
b. Sistem  
Berkaitan dengan kurangnya monitoring dari petugas sehingga pembiayaan 
yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. Dalam hal tersebut 
manajemen BMT Surya Madani sangat menekankan kepada para petugas 
untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan 
pengecekan setiap bulannya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa 
pembiayaan. 
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2. Faktor ekstern 
a. Keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau 
kerugian. 
b. Itikad yang kurang baik dari anggota pembiayaan dalam pembayaran 
kembali pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya tidak ada masalah 
namun mengabaikan kewajibannya. 
c. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan 
didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari 
awal pengajuan pembiyaan yang selalu optimis, namun kenyataannya 
berbeda. 
d. Musibah , hal ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan pembiayaan 
bermasalah, dan hal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya contohnya yaitu 
terjadinya bencana alam dan sakit. Untuk hal ini dari BMT Surya Madani 
dapat mentoleransi atau memaklumi. 
Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak 
Muhammad dan Bapak Sudarto pada hari Rabu, 6 Juni 2018 diperoleh hasil 
mereka mengalami musibah di tengah berlangsungnya perjanjian pembiayaan, 
musibah yang menimpa bapak Muhammad pertaniannya beberapa kali mengalami 
gagal panen, sedangkan musibah yang menimpa Bapak Sudarto yaitu mengalami 
sakit, dalam hal ini pihak BMT memberikan dana tabaruk kepada nasabah yang 
mengalami sakit (opname) sebesar Rp 500.000. 
Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak 
Hartono selaku informan pada hari Senin, 4 Juni 2018 yang mengatakan bahwa 
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awal proses pembiayaan di BMT Surya Madani dibantu oleh salah satu temannya 
yang bekerja di BMT Surya Madani, sehingga segala proses dipermudah dan 
dipercepat. 
Peneliti menemukan hasil mengenai itikad kurang baik dari anggota 
pembiayaan, yang peneliti amati dari hasil observasi dan wawancara pada hari 
Rabu, 6 Juni 2018 dengan Bapak Susilo yang mengatakan bahwa saya sering lupa 
dalam angsuran pembiayaan apabila tidak ditagih, rasa tanggung jawab yang 
kurang dan hal ini yang mengakibatkan menunggaknya angsuran, sedangkan 
Bapak Susilo tidak mengalami masalah keuangan. 
 
4.2.4.Usaha-usaha Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT 
Surya Madani 
Beberapa usaha-usaha yang dilakukan BMT Surya Madani dalam 
melakukan penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah, diantaranya adalah : 
1. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan anggota, hal ini 
bertujuan untuk mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh anggota 
pembiayaan sehingga pihak BMT dapat membantu untuk mencarikan solusi 
dari maslaah yang sedang dihadapi oleh anggota. 
2. Penagihan secara intensif, diberi surat peringatan kepada anggota 
pembiayaan bermasalah sebanyak 3 kali, dengan mendatangi rumah anggota 
tersebut. 
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3. Rescheduling (penjadwalan kembali) 
Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, anggota diberikan keringanan 
dalam masalah jangka waktu pembiayaan, contohnya pembiayaan dalan jangka 
waktu enam bulan diperpanjang menjadi satu tahun. Memperpanjang jangka 
waktu angsuran sehingga beban angsuran setiap bulannya semakin kecil, misalnya 
dari 24 kali menjadi 30 kali. 
Apabila ternyata belum mampu melunasi maka penanganan yang paling 
maksimal adalah dengan menggunakan jalur hukum, mendaftarkan ke pihak 
piutang atau melakukan pelelangan. Tetapi hingga saat ini belum ada pembiayaan 
macet yang menggunakan jalur hukum. 
Dari hasil wawancara dan penjelasan yang diperoleh dari pihak KSPPS 
BMT Surya Madani mengenai usaha yang dilakukan dalam penanganan 
pembiayaan murabahah bermasalah, hal ini lebih diperkuat dengan wawancara 
yang dilakukan peneliti kepada beberapa anggota pembiayaan murabahah di 
KSPPS BMT Surya Madani. Sepuluh anggota pembiayaan murabahah 
menyatakan bahwa benar usaha yang dilakukan KSPPS BMT Surya Madani 
sesuai dengan yang telah peneliti lakukan wawancara dengan pihak BMT. 
Hasil wawancara dengan anggota pembiayaan Bapak Hartono, Bapak 
Suroso pada hari Senin 4 Juni 2018, Bapak Triyono, Bapak Sunardi dan Ibu Ema 
pada hari Senin, 11 Juni 2018, diperoleh  hasil walaupun kelima anggota 
pembiayaan ini tidak mengalami masalah angsuran tetapi mereka mendapat 
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penjelasan bahwa akan adanya tindakan tersebut bagi pembiayaan yang 
bermasalah. 
Hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan kepada Bapak 
Sadiman pada hari Se nin, 11 Juni 2018, Bapak Muhammad, Bapak Sudarto, 
Bapak Susilo dan Bapak Sumarno pada hari Rabu, 6 Juni 2018, diperoleh hasil 
bahwa mereka mendapat teguran, perpanjanan waktu pembiayaan, dan penagihan 
secara intensif. 
4.2.5.  Resiko yang diterima dari masing-masing pihak 
Menurut hasil wawancara dengan pihak BMT, Bapak Abdani selaku 
Manajer dan Ibu Linggar Marketing Financing 
1. Resiko yang dihadapi BMT apabila mengalami pembiayaan bermasalah 
(NPF) yaitu, BMT menjadi tidak sehat (NPF harus dibawah 5%), Pemutaran 
uang di dalam BMT menjadi tidak maksimal, Pendapatan menjadi rendah, 
Bagi hasilpun juga akan rendah dan paling mengkhawatirkan apabila BMT 
menjadi collaps. 
2. Resiko yang dihadapi anggota pembiayaan apabila mengalami pembiayaan 
bermasalah(NPF) yaitu, kepercayaan dari pihak BMT kepada anggota 
pembiayaan mulai menurun, dan apabila mengajukan pembiayaan lagi tidak 
akan di acc. Berbeda dengan anggota pembiayaan yang mengalami musibah 
atau sakit, pihak BMT masih dapat mentoleransi. Yang terpenting adalah 
karakter dari anggota pembiayaan itu sendiri. 
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4.3.  Pembahasan 
Pembiayaan yang paling dominan di BMT Surya Madani adalah 
pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 
(harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 
kedua belah pihak (BMT selaku penjual dan anggota selaku pembeli). 
Karaketristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga barang yang 
dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 
Pembiayaan Murabahah di BMT terdapat unsur jaminan yang mempunyai 
kedudukan penting, jaminan merupakan suatu keharusan agar anggota 
pembiayaan serius dan berhati-hati dengan pembiayaannya. Jenis jaminan dibagi 
menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak dan jaminan 
kebendaan atas barang bergerak. 
Penelitian ini penulis menemukan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan 
pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut : 
Faktor intern yang pertama adalah dari petugas (Account Officer) dalam 
menganalisa calon anggota kurang baik dan kurang cermat, sehingga 
dipertengahan pembiayaan mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan gaya 
hidup anggota pembiayaan yang terlalu tinggi tetapi pendapatan tidak mencukupi. 
Kedua adalah sistem, Berkaitan dengan kurangnya monitoring dari petugas 
sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. 
Faktor ekstern ini disebabkan karena keadaan usaha anggota pembiayaan 
yang sedang menurun, Itikad atau karakter anggota yang kurang baik, anggota 
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kurang mampu mengelola usahanya. Selain itu pembiayaan bermasalah bisa 
terjadi karena adanya musibah, anggota pembiayaan yang sedang sakit, bencana 
alam yang sedang menimpa usaha anggota seperti banjir, kebakaran, hama dan 
lain sebagainya. 
Maka dari itu perlu adanya penekanan pada anggota dari BMT Surya 
Madani sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota semestinya 
memberikan syarat dan ketentuan yang lebih mengikat tanggung jawab dari 
anggota agar bersungguh-sungguh dalam memenuhi angsuran pembiayaan. BMT 
Surya Madani juga perlu selalu memberikan perhatian intensif  unutuk 
mengingatkan anggota mengenai waktu pembayaran angsuran secara 
kekeluargaan sehingga anggota tidak meremehkan tanggung jawab mereka 
kepada BMT Surya Madani. 
Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Surya Madani 
menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, penagihan secara terus menerus, 
rescheduling. Usaha yang dilakukan sudah cukup baik namun pada tahun 2015 
mengalami NPF yang tinggi sebesar 64,9%, dan pada tahun berikutnya menurun 
secara drastis, tahun 2016 dengan NPF sebesar 3,12% dan selanjutnya pada tahun 
2017 NPF sebesar 3,1%. Walaupun pada dua tahun terakhir NPF termasuk 
rendah, perolehan yang vluktuatif ini perlu diantisipasi mengingat pada tahun 
2015 NPF tergolong sangat tinggi. 
Hal ini sesuai dengan kriteria peringkat penilaian NPF dari SE BI No.9/24 
Dbhs tanggal 30 Oktober 2007(Informasi Hukum,2007). 
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Tabel 4.4 
Sumber : SE BI No.9/24 2007. 
Resiko yang dihadapi BMT apabila mengalami pembiayaan bermasalah 
(NPF) yaitu, BMT menjadi tidak sehat (NPF harus dibawah 5%), Pemutaran uang 
di dalam BMT menjadi tidak maksimal, Pendapatan menjadi rendah, Bagi 
hasilpun juga akan rendah dan paling mengkhawatirkan apabila BMT menjadi 
kolebs. 
Resiko yang dihadapi anggota pembiayaan apabila mengalami pembiayaan 
bermasalah(NPF) yaitu, kepercayaan dari pihak BMT kepada anggota pembiayaan 
mulai menurun, dan apabila mengajukan pembiayaan lagi tidak akan di acc. 
Berbeda dengan anggota pembiayaan yang mengalami musibah atau sakit, pihak 
BMT masih dapat mentoleransi. Yang terpenting adalah karakter dari anggota 
pembiayaan itu sendiri. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah sebenarnya dapat 
diminimalisir dengan profesionalitas para pengurusnya. Baik dengan pendataan 
melalui survey yang valid sebelum merealisasikan pembiayaan kepada anggota 
serta memberikan penekanan intensif untuk mengikat tanggung jawab dari para 
anggota untuk melunasi angsuran pembiayaan. 
 
Peringkat Nilai NPF Predikat 
1 NPF < 2% Sangat Baik 
2 2% < NPF < 5% Baik 
3 5% < NPF < 8% Cukup 
4 8% < NPF <12% Kurang Baik 
5 NPF > 12% Tidak Baik 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis penanganan pembiayaan mikro Murabahah bermasalah 
di BMT Surya Madani dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Strategi dalam penanganan pembiayaan mikro murabahah bermasalah 
terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : pertama dengan melakukan pendekatan 
secara kekeluragaan kepada anggota untuk mengetahu masalah apa yang sedang 
dihadapi, sehingga pihak BMT dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari 
masalah yang dihadapi anggota pembiayaan. Kedua yaitu dengan cara penagihan 
secara intensif atau terus menerus secara langsung menemui anggota pembiayaan 
ke lokasi. Ketiga dengan cara memeberikan surat peringatan kepada anggota. 
Keempat rescheduling, yaitu memberikan jangka waktu pembiayaan dan 
memperpanjang jangka waktu angsuran. 
2. Fatwa DSN No.49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah 
belum diterapkan pada BMT Surya Madani, untuk saat ini masih pada tahap 
penjadwalan kembali dan memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran 
kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan 
kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang 
mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 
3. BMT Surya Madani dalam menangani pembiayaan murabahah 
bermasalah sudah cukup baik. Perkembangan NPF pertiga tahun terakhir 
mengalami kondisi yang vluktuatif. Jumalah presentase NPF di tahun 2015 
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sebesar 64,9%, pada tahun 2016 3,12% dan tahun 2017 3,1%. Hal tersebut masih 
perlu untuk diperhatikan lagi bagi BMT Surya Madani, walaupun dua tahun 
terakhir NPF turun secara signifikan, tetapi BMT harus lebih berhati-hati lagi 
karena banyak kemungkinan yang akan terjadi. 
 
5.2. Saran 
1. Untuk ihak BMT  
a. Pihak BMT harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak 
memenuhi kriteria 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan 
Condition) dalam analisis kelayakan calon anggota, sehingga dengan 
menjaga obyektifitas tersebut maka akan memeinimalisir kemungkinan 
terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. 
b. Pihak BMT hendaknya menambahkan secara kualitas dan kuantitas SDI 
(Sumber Daya Insani) yang bertugas di lapangan,sehingga mampu 
meningkatkan kualitas pembiayaan serta menekan pembiayaan bermasalah. 
2. Untuk Pihak Anggota, agar lebih memahami konsep pembiayaan yang akan 
dijalani, supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan lagi. 
3. Untuk Peneliti yang akan dating, pnulis menyadari mungkin ada kekurangan 
dalam penulisan, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami 
pembiayaan bermasalah yang akan diteliti, tidak menutup kemungkinan 
bahwa dengan lebih mendalami. 
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LAMPIRAN 1 
JADWAL PENELITIAN 
 
No 
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
  X X                             
2 
Konsultasi 
DPS 
    X X X X X                        
3 
Revisi 
Proposal 
         X X X                     
4 
Ujian Seminar 
Proposal 
            X                    
5 
Revisi Pasca 
Ujian Seminar 
             X X                  
6 
Pengumpulan 
Data 
                   X X X X X         
7 
Analisis Data 
 
                        X X       
8 
Penulisan  
Akhir Skripsi 
                          X X     
9 
Ujian 
Munaqosyah 
                              X  
10 
Revisi  Skripsi 
 
                               X 
 
 
 
76 
 
 
Lampiran 2 
Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3  
Transkip Wawancara 
 
Hari dan Tanggal : Selasa, 26 Juni 2018 
Wawancara dengan Bapak Abdani S.E selaku Manajer BMT Surya Madani 
1. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh anggota dalam 
mengajukan pembiayaan Murabahah di BMT Surya Madani ? 
Formulir pembiayaan, foto copy KTP, foto copy KK, foto copy surat 
nikah, jaminan sertifikat atau BPKB sesuai kebutuhan. 
2. Bisa diceritakan prosedur, bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad 
Murabahah di BMT Surya Madani? 
Pengajuan persyaratan permohonan pembiayaan, Prosedur pengajuan 
pembiayaan, Survey, Analisa pembiayaan, Prosedur realisasi dan 
penolakan pembiayaan, Biaya administrasi, Nilai agunan pembiayaan. 
3. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian BMT Surya Madani untuk 
memberikan pembiayaan Murabahah bagi calon anggota? 
Menggunakan prinsip 5C, melihat dari kegiatan sehari-hari (kondisi 
ekonomi rumah tangga anggota pembiayaan). 
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penilaian dalam 
pemberiaan pembiayaan murabahah di BMT Surya Madani? 
Menggunakan 5C 
5. Bagaimana cara menguji atau mengetahui calon anggota tersebut layak 
atau tidak untuk memperoleh pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani? 
78 
 
 
Terutama adalah karakter, lingkungan sekitar (mencari informasi kepada 
tetangga RT dan lain lain), kemudian adalah pendapatan. 
6. Apakah jaminan harus diikut sertakan dalam setiap permohonan 
pembiayaan? 
Tentu saja harus disertakan, jaminan juga bisa dengan barang yang akan 
dibeli. 
7. Apakah jaminan berperan dalam menentukan besarnya pembiayaan yang 
akan diberikan kepada anggota? 
Iya mempengaruhi besarnya pembiayaan,, disisi lain hal yang paling 
penting adalah kemampuan dalam membayarnya. 
8. Kriteria jaminan seperti apakah yang bisa dijadikan sebagai jaminan di 
BMT Surya Madani? 
Jaminan barang tidak  bergerak dan jaminan barang bergerak (yang 
nilainya tidak akan habis). 
9. Jaminan apakah yang paling banyak diterima oleh BMT Surya Madani? 
Sertifikat tanah dan BPKB. 
10. Bagaimana kriteria pembiayaan yang bermasalah di BMT Surya Madani? 
Satu sampai dua bulan ditagih dari pihak BMT, setelah 6 bulan sampai 1 
tahun dikatakan macet. 
11. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Surya 
Madani? 
Faktor intern yaitu kurangnya monitoring dari tim lapangan, sedangkang 
faktor eksternnya adalah adanya musibah 
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12. Bagaimana peneyelesian pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani? 
Yaitu dengan cara kekeluargaan, penjadwalan kembali, dan memberikan 
potongan untuk margin 
13. Resiko apa saja yang dihadapi pihak BMT dalam pembiayaan bermasalah? 
BMT menjadi kurang sehat, perputaran uang menjadi lambat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018 
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Wawancara dengan Ibu Linggar Primadani S.E selaku Marketing financing  BMT 
Surya Madani 
1. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh anggota dalam 
mengajukan pembiayaan Murabahah di BMT Surya Madani ? 
Foto copy KTP Suami dan Istri, foto copy KK, foto copy surat nikah, foto 
copy jaminan dan barang yang akan dibeli, rekening listrik atau PDAM, 
Slip gaji terakhir (untuk pegawai atau karyawan), warkat selebaran dan 
kuitansi jual beli untuk pemesanan barang. 
2. Bisa diceritakan prosedur, bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad 
Murabahah di BMT Surya Madani? 
Menjadi anggota/ nasabah BMT, pengajuan persyaratan permohonan 
pembiayaan, pengajuan pembiayaan, Survey rumah,usaha dan jaminan, 
survey tetangga, Analisa pembiayaan, Prosedur realisasi dan penolakan 
pembiayaan, Proses pencairan paling lama 2 minggu dan harus dengan 
anggota, pihak BMT dan penjual. 
3. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian BMT Surya Madani untuk 
memberikan pembiayaan Murabahah bagi calon anggota? 
Melakukan penilaian calon nasabah dengan 5C ( character, capacity, 
capital, collateral dan conditions). 
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penilaian dalam 
pemberiaan pembiayaan murabahah di BMT Surya Madani? 
Menggunakan 5C 
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5. Bagaimana cara menguji atau mengetahui calon anggota tersebut layak 
atau tidak untuk memperoleh pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani? 
Dengan survey yaitu unutuk mengetahui karakter, lingkungan dan latar 
belakang calon anggota. 
6. Apakah jaminan harus diikut sertakan dalam setiap permohonan 
pembiayaan? 
Jaminan harus diikut sertakan, walaupun sekedar foto copy tetapi hasil ada 
bukti keaslian foto coy dengan melihat jaminan yang asli. 
7. Apakah jaminan berperan dalam menentukan besarnya pembiayaan yang 
akan diberikan kepada anggota? 
Jaminan sangant berperan, dan jaminan yang paling besar adalah sertifikat, 
tetapi yg paling penting adalah karakter anggota pembiayaan. 
8. Kriteria jaminan seperti apakah yang bisa dijadikan sebagai jaminan di 
BMT Surya Madani? 
Kendaraan ( setengah dari harga jaminan), sertifikat tanah ( dilihat dari 
lokasi) kemudian diakumulasi plafon, dan kios pasar dengan hak guna 
bangunan. 
9. Jaminan apakah yang paling banyak diterima oleh BMT Surya Madani? 
Sertifikat tanah dan BPKB. 
10. Bagaimana kriteria pembiayaan yang bermasalah di BMT Surya Madani? 
Benar benar dikatakan macet apabila sudah menunggak selama enam kali, 
tapi bukan berarti menunggak satu bulan kita mengacuhkannya, aka nada 
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surat peringatan unruk anggota pembiayaan yang menunggak. Apabila 
anggota pembiayaan masih tidak ada itikad baik biasanya kita menakut-
nakuti dengan cara akan menyita jaminan, tetapi itu hanya untuk menakut-
nakuti saja biar ada respon dari anggota pembiayaan. 
11. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Surya 
Madani? 
Keadaan usaha di pasar yang tidak menentu, sedang sakit, berhenti 
bekerja, terkena musibah, Itikad anggota pembiayaan yang kurang baik, 
dari pihak BMT yaitu kurang teliti dalam menganalisa calon anggota 
pembiayaan dan penagihan dilapangan agak kurang. 
12. Bagaimana peneyelesian pembiayaan bermasalah di BMT Surya Madani? 
Secara kekeluargaan, diberikan surat peringatan 1,2,3 dan anggota 
pembiayaan didatangi secara terus menerus, bekerjasama dengan yang 
merekomendasikan pengajuan pembiayaan di BMT 
13. Resiko apa saja yang dihadapi pihak BMT dalam pembiayaan bermasalah? 
Perputaran uang menjadi tidak maksimal, pendapatan rendah, bagi hasil 
rendah, BMT menjadi tidak sehat, collaps. 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Senin, 4 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Hartono, anggota pembiayaan lancar BMT Surya 
Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Hartono, umur 61 Tahun, perkerjaan wiraswasta 
(berjualan baju brand matahari), pendapatan perbulan kurang lebih 50 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Untuk membeli kios (modal). 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Karena saya sudah lama menjadi nasabah BMT Surya Madani dan ada 
teman saya yang bekerja disana jadi dibantu dalam mengurus pembiayaan, 
dan sangat membantu sekali dalam perekonomian. 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Prosedurnya mudah dan cepat, prosedurnya adalah saya mengumpulkan 
berkas yaitu foto copy KTP suami istri, foto copy KK, foto copy surat 
nikah, jaminan sertifikat rumah asli, barulah permohonan pembiayaan 
diajukan, lalu pihak BMT memberi tahu jadwal pencairannya, setelah itu 
saya ke BMT melakukan akad murabahah, BMT memberikan pembiayaan 
untuk modal dan sekarang saya membayar angsuran ke BMT Surya 
Madani.  
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5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Alhamdulillah lancar, tetapi ada sedikit hambatan pada saat lebaran 
kadang angsuran tidak full. 
6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Dijelaskan, apabila telat bulan kena denda (2% dari produk) contohnya 
apabila angsuran bulan Mei dibayar bulan Juni. Tidak membayar 3 bulan 
berturut turut diberi SP1 dan selanjutnya secara bertahap. 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Diberikan toleransi tenggang waktu sampai sebelum akhir bulan. Jadi kalu 
ada kendala keterlambatan waktu jatuh tanggal masih bisa ditoleransi. 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Saya tidak tahu karena selama ini belum pernah sampai macet dalam 
pembiayaan. 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Senin, 4 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Suroso, anggota pembiayaan lancar BMT Surya 
Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Suroso, umur 51 Tahun, perkerjaan wiraswasta 
(berdagang sepatu), pendapatan perbulan kurang lebih 10 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Untuk kulakan sepatu (modal kerja). 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Untuk perputaran uang dagangan, iya sangat membantu sekali dalam 
menjalankan usaha. 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Awalnya saya menjadi nasabah terlebih dahulu, melengkapai persyaratan 
barulah permohonan pembiayaan diajukan, sebagai jaminannya adalah 
SHP kios pasar gilingan, pihak BMT mengunjungi saya lalu diberitahu 
jadwal pencairan, setelah itu saya ke  BMT untuk melakukan akad. Setelah 
itu selang beberapa hari saya ke BMT untuk menyerahkan nota pembalian 
barang dagangan dan sekarang saya membayar angsuran ke BMT Surya 
Madani. Prosedurnya sangat cepat dan mudah. 
5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
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Lancar sampai saat ini. 
6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Iya dijelaskan tapi saya lupa, yang saya ingat apabila menunggak dalam 
pembiayaan akan mendapat peringatan dari pihak BMT. 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Diberikan toleransi waktu pembiayaan 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Tidak tahu karena pembiayaan saya lancar lancar saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Senin, 11 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Triyono Ady Prasetyo, anggota pembiayaan lancar 
BMT Surya Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Triyono, umur 42 Tahun, perkerjaan wiraswasta 
(berjualan sepatu olah raga dan alat olahraga), pendapatan perbulan kurang 
lebih 20 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Untuk modal membeli sepatu 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Karena sebelumnya  saya sudah pernah mengajukan pembiayaan di BMT 
Surya Madani, iya sangat membantu untuk menjalankan usaha. 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Lebih mudah dan cepat pengajuan sampai dengan pencairan kurang lebih 
2 minggu. Awalnya saya menjadi anggota BMT, melengkapi persyaratan 
barulah permohonan pembiayaan diajukan, sebagai jaminan adalah SHP 
kios pasar gilingan. BMT mengunjungi saya dan memberitahu jadwal 
pencairan, setelah itu saya ke BMT untuk melakukan akad dan selang 
beberapa hari saya ke BMT untuk menyerahkan nota pembelian barang 
dagangan saya 
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5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Alhamdulillah lancar lancar saja 
6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Iya dijelaskan, apabila telat membayar akan ditegur dan dikenakan denda. 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Setau saya paling diberikan toleransi waktu pembayaran. 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Saya tidak tahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Senin, 11 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Sunardi, anggota pembiayaan lancar BMT Surya 
Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Sunardi, umur 44 Tahun, perkerjaan wiraswasta (sepatu 
kulit bekas dan baru), pendapatan perbulan kurang lebih 20 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Untuk modal kerja membeli barang dagangan. 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Awalnya dulu saya tidak berani mengambil pembiayaan setelah dari pihak 
marketing menjelaskan kemudian saya menjadi berminat dan kebetulan 
saya memerlukan untuk modal usaha saya. Dengan mengambil 
pembiayaan ini membantu ekonomi saya. 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Prosedurnya mudah dan cepat, prosedurnya adalah saya mengumpulkan 
berkas yaitu foto copy KTP suami istri, foto copy KK, foto copy surat 
nikah, jaminan sertifikat rumah asli, barulah permohonan pembiayaan 
diajukan, lalu pihak BMT memberi tahu jadwal pencairannya, setelah itu 
saya ke BMT melakukan akad murabahah, BMT memberikan pembiayaan 
untuk modal dan sekarang saya membayar angsuran ke BMT Surya 
Madani.  
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5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Alhamdulillah lancar lancar saja. 
6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Iya dijelaskan kalau menunggak nanti ada denda, da nada surat 
peringatannya. 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Dari pihak BMT akan memberikan tenggang waktu dalam pembayaran. 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Kurang tau, soalnya Alhamdulillah sampai saat ini pembiayaan saya 
lancar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
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Hari dan Tanggal : Senin, 11 Juni 2018 
Wawancara dengan Ibu Ema Jauhar, anggota pembiayaan lancar BMT Surya 
Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Ibu Ema Jauhar, umur 31 Tahun, perkerjaan karyawan, 
pendapatan perbulan 2 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Konsumtif untuk membeli mobil. 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Karena saya sudah mengenal dengan baik mbak marketingnya jadi untuk 
mengambil pembiayaan juga enak, iya sangat membantu sekali. 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Awalnya saya harus menjadi nasabah terlebih dahulu lalu saya 
mengumpulkan berkas untuk pengajuan pembiayaan yaitu foto copy KTP 
suami istri, foto copy KK, foto copy surat nikah, yang saya jaminkan 
adalah BPKP (2 sepeda motor) dan BPKB mobil yang saya beli, barulah 
permohonan pembiayaan diajukan, pihak BMT menemui pihak dealer atau 
penjual mobil sebelum pencairan, memberi tahu jadwal pencairan, dan 
pada saat pencairan harus dengan anggota, pihak BMT, dan penjual.  
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5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Alhamdulillah sampai saat ini lancar 
6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Seingat saya dijelaskan, apabila menunggak akan dikenakan denda dan 
teguran dari BMT 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Akan diberikan toleransi 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Kurang tau saya mbak, soalnya selama ini belum pernah macet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Muhammad Yhan Assadullah, anggota pembiayaan 
bermasalah BMT Surya Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Muhammad, umur 33 Tahun, perkerjaan wiraswasta 
(penjual perlengkapan pertanian), pendapatan perbulan kurang lebih 20 
juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Untuk modal kerja membeli perlengkapan pertanian. 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Karena letak BMT yang dekat dengan rumah saya, iya sangat membantu 
dalam usaha saya. 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Saya menjadi nasbah dulu, melengkapi syarat-syaratnya kemudian 
mengajukan pembiayaan ke BMT, jaminan yang saya gunakan adalah 
sertifikat tanah, BMT mengunjungi saya kerumah , lalu diberitahu jadwal 
pencairan, dan kemudian saya ke BMT untuk melakukan akad, kemudian 
saya menyerahkan nota pembalian ke BMT. 
5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Saya sudah 6 bulan lebih tidak mengangsur 
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6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Dijelaskan apabila menunggak akan dikenakan denda 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Diberi perhatian khusus, BMT sering menagih kepada saya, memberikan 
surat peringatan. 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Peringatan khusus untuk akses pembiayaan di BMT dipersulit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Sudarto, anggota pembiayaan bermasalah BMT Surya 
Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Sudarto, umur 57 Tahun, perkerjaan wiraswasta (sepatu 
sneakers), pendapatan perbulan kurang lebih 5 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
modal kerja, kulakan sepatu 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Sangat membantu dalam usaha saya 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Sangat mudah dan cepat, pertama saya mendaftar sebagai nasabah, 
kemudian saya melengkapi persyaratannya yang saya jaminkan adalah 
surat tanah, setelah itu permohonan pembiayaan diajukan, BMT 
mengunjungi saya, kemudian memberi tahukan jadwal pencairannya, 
kemudian saya ke BMT untuk melakukan akad, setelah saya membeli 
barang dagangan notanya saya serahkan ke BMT. 
5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Sudah 3 kali saya menunggak karena persaingan sepatu sneakers yang 
sangat banyak sehingga pendapatan menurun. 
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6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Kalau menunggak akan diberikan denda dan teguran. 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Memberikan teguran, surat peringatan dan waktu toleransi dalam 
pembayaran cicilan. 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Menjadi tidak enak kepada BMT, karena saya tidak bermaksud untuk tidak 
membayar, karena keadaan yang tidak memungkinkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Susilo Iswahyudi, anggota pembiayaan bermasalah 
BMT Surya Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Susilo, umur 40 Tahun, perkerjaan karyawan pabrik, 
pendapatan perbulan kurang lebih 1,6 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Modal kerja warung kelontong. 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Karena saya diberitahu teman, iyaa sangat membantu dalam ekonomi 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Saya menjadi anggota terlebih dulu, lalu saya mengajukan persyaratan 
yang dibutuhkan, kemudian pengajuan pembiayaan dan yang saya 
jaminkan BPKB motor, pihak BMT dating kerumah, setelah itu  
menunggu kabar dari pihak BMT dan kemudian saya diberi tahu jadwal 
pencairan dan kemudian saya ke BMT untuk melakukan akad. 
5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Iya ada hambatan, karena untuk kebutuhan hidup dan sedangkan saya 
sebagi tulang punggung keluarga. 
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6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Dijelaskan apabila menunggak akan dikenai denda. 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Pihak BMT memberikan teguran dan surat peringatan, selain itu BMT 
memberi perpanjangan waktu dalam angsuran 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Saya merasa malu dan kepercayaan BMT kepada saya berkurang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Sumarno, anggota pembiayaan bermasalah BMT Surya 
Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Sumarno, umur 34 Tahun, perkerjaan wiraswasta 
(penjual baju bekas), pendapatan perbulan kurang lebih 3 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Modal kerja 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Sangat membantu dalam usaha saya. 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Saya mendaftar menjadi anggota, kemudian mengumpulkan syaratnya dan 
yang menjadi jaminan adalah SHP kios pasar, kemudian pengajuan 
pembiayaan,setelah itu  menunggu kabar dari pihak BMT kemudian pihak 
BMT kerumah saya, saya diberi tahu jadwal pencairan dan kemudian saya 
ke BMT untuk melakukan akad, setelah membeli dagangan, notanya saya 
serahkan ke BMT. 
5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Terlambat 3kali angsuran karena banyak kebutuhan keluarga yang 
mendesak dan toko saya sepi pembeli. 
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6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Saya mendapatkan teguran dan denda dari pihak BMT 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jangka waktu pembayaran saya diperpanjang 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Kepercayaan BMT kepada saya menjdai berkurang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkip wawancara 
Hari dan Tanggal : Senin, 11 Juni 2018 
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Wawancara dengan Bapak Sadiman, anggota pembiayaan BMT Surya Madani 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Nama saya Bapak Sadiman, umur 60 Tahun, perkerjaan wiraswasta 
(penjual sepeda), pendapatan perbulan kurang lebih 10 juta. 
2. Untuk apakah pembiayaan murabahah tersebut Bapak / Ibu ajukan ? untuk 
modal kerja atau konsumtif ? 
Modal membeli sepeda untuk dagangan 
3. Mengapa Bapak / Ibu mengambil pembiayaan murabahah di BMT Surya 
Madani?Apakah sangat membantu ekonomi Bapak / Ibu dalam 
menjalankan usaha? 
Iya sangat membantu dalam mengembangkan usaha saya. 
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah? 
Iya cepat dan mudah, dulu saya mendaftar menjadi anggota dulu, lalu saya 
mengajukan pembiayaan dan mengumpulkan syarat-syaratnya dan yg saya 
jaminkan adalah SHP kios, setelah itu  menunggu kabar dari pihak BMT 
dan kemudian saya diberi tahu jadwal pencairan dan kemudian saya ke 
BMT untuk melakukan akad, kemudian saya menyerahkan nota pembalian 
ke BMT. 
5. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau 
lancar-lancar saja? 
Ada hambatan, kurang lancar. Karena kondisi pasar yang sepi dan 
pemasukan tidak menentu. 
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6. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali)? 
Iya dijelaskan, saya mendapat teguran dan denda. Pihak BMT yang 
berknjung kerumah saya untuk menagih. 
7. Apakah solusi yang diberikan BMT Surya Madani terhadap Bapak/Ibu 
ketika menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Pihak BMT memberikan surat teguran dan mereka juga memberikan 
toleransi kepada saya. 
8. Resiko apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembiayaan bermasalah? 
Nama saya menjadi buruk di mata BMT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Daftar nama anggota pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Surya Madani 
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No Nama Jumlah Pembiayaan 
1 Bapak Hartono 175.000.000 
2 Bapak Suroso 30.000.000 
3 Bapak Triyono Ady Prasetyo 150.000.000 
4 Bapak Sunardi 15.000.000 
5 Ibu Ema Jauhar 45.000.000 
6 Bapak Sadiman 10.000.000 
7 Bapak Muahmmad Yhan Assadullah 200.000.000 
8 Bapak Sudarto 100.000.000 
9 Bapak Susilo Iswahyudi 1.500.000 
10 Bapak Sumarno 7.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Formulir pembiayaan 
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Lampiran 6 
Akad Pembiayaan Murabahah 
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Lampiran 7 
Dokumentasi 
 
 
 
 
Setelah wawancara dengan Bapak Abdani S.E (Manager) 
 
 
 
 
 Wawancara dengan Ibu Linggar Primadani S.E (Marketing financing) 
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Wawancara dengan anggota pembiayaan 
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Observai ke lapangan (Pasar Gilingan)
1 
 
 
 
Lampiran 8 
Daftar Riwayat Hidup 
Data Pribadi 
Nama    : Shela Putri Wiradhian 
NIM    : 14.51.3.1.060 
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 22 Januari 1996 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Agama    : Islam 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Alamat : Jl Salak 4 No 103 RT 05/19 Perumnas Palur, 
Ngringo, Jaten, Karanganyar 
Nomor Telepon  : 087712338507 
Email    : shelapwiradhian@yahoo.com 
 
Latar belakang Pendidikan  
 2000 s.d 2002 : TK Asiyah 3 Ngringo, Jaten, Karanganyar 
 2002 s.d. 2008 : SD Negeri 4 Ngringo, Jaten, Karanganyar 
 2008 s.d. 2011 : SMP Negeri 6 Surakarta 
 2011 s.d. 2014 : SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 
 2014 s.d. 2018 : IAIN Surakarta 
 
 
